SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 13
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH,
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM

Menimbang:

Mengingat:

KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa untuk keperluan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dan
pengadministrasian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Forkopimda sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu
Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Sekretariat Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan, dipandang perlu untuk menambahkan jabatan
Sekretaris di dalam susunan keanggotaan Forkopimda;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Koordinasi
Pimpinan di Daerah, Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara publik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- 1-



Menetapkan:
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Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH,
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun
2018 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Sekretariat
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 14) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Keanggotaan Forkopimda terdiri atas:

a. Bupati Hulu Sungai Selatan sebagai Ketua;

Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan sebagai Wakil Ketua;
Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Anggota;
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Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan sebagai Anggota;
Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan sebagai Anggota;
Komandan Distrik Militer 1003 Hulu Sungai Selatan sebagai Anggota;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sebagai Anggota; dan

Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Sekretaris.

(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagai anggota kehormatan Forkopimda.
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(3) Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang
pimpinan instansi vertikal sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Forkopimda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal S5 dibentuk Sekretariat Forkopimda yang dipimpin oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Sekretaris
Forkopimda.

(2) Sekretariat Forkopimda bertugas membantu dalam penyelenggaraan
kegiatan dan pengadministrasian Forkopimda.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretaris Forkopimda bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua
Forkopimda.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.
MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

/;’J;e\t._Ba ian Hukum,
o
Q% .




